
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 

2020  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 63.1/PP.06.2–

Kpt/3218/Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN 

PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 

2019 (COVID-19). 

  

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2)  Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota 

menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis 

pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partispasi Masyarakat dalam 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan 

berpedoman pada Peraturan ini. 

 bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020, yang menyatakan pelaksanaan pemungutan suara serentak yang 

ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 

dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dan seluruh tahapan, program, dan 

jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol 

kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

 bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam 

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2029 (COVID-19). 

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten 



Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 

5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

716); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-



Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran 

Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan 

Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 1549/PP.09.2-Kpt/01/KPU/XII/2019 tentang Desain Surat Suara, 

Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) 

bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana 

Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan  

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis 

Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan 

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan Sekretaris 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-

Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran 

Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 



Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pangandaran Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  

Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020.  

   

 Dalam Keputusan KPU Nomor 63.1/PP.06.2–Kpt/3218/Kab/VII/2020 Tahun 2020   

diatur tentang: 

 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pedoman 

Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).; 1. 

Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan 

Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.; 2. Menetapkan Formulir 

Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda 

Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, Lembaga 

Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.; 3. 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi 

pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Panitia 

Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam menyelenggarakan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.; 4. Pada saat 

Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pangandaran Nomor : 240/PP.06.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman 

Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku 



   

Catatan :  - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli  2020.  

 - Lampiran I 1 Halaman. 

 - Lampiran II 45 Halaman 

  

    

    

    

    


